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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sangat pesat. Hal tersebut 
ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan bank syariah dan 
lembaga keuangan non bank syariah. Ekonomi Islam bukan hanya sekedar 
membahas tentang perbankan Islam, tetapi semua hal yang berkaitan dengan 
kehidupan ekonomi manusia.  
Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat 
penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola 
dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak 
menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya bank syariah.
1
  
Sama halnya di dalam perbankan konvensional, pembiayaan 
bermasalah juga dimungkinkan terjadi di perbankan syariah, mengingat fungsi 
bank syariah secara garis besar tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. 
Pembiayaan bermasalah muncul akibat adanya risiko yang melekat pada 
hampir keseluruhan aktivitas perbankan. Risiko pada konteks perbankan ini 
dapat diartikan sebagai kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan 
(anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang 
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berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan, dimana risiko 
tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.
2
 
Adapun risiko yang sering dialami bank syariah, khususnya dalam 
pembiayaan murabahah adalah risiko pembiayaan. Pembiayaan murabahah 
bermasalah antara bank dengan nasabah berkaitan dengan risiko pembiayaan 
dapat timbul dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak 
sebagaimana yang telah disepakati di dalam akad. Terdapat beberapa hal yang 
menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah antara bank 
dengan nasabah, antara lain disebabkan: 
1. Nasabah cidera janji atau biasa dikenal dengan istilah 
wanprestasi. 
2. Nasabah mengalami force majeure. 
3. Nasabah melakukan perbuatan melawan hukum.3 
Berdasarkan data awal yang diperoleh di KSPPS Tunas Artha Mandiri 
(TAM) Syariah Cabang Sumedang terdapat kasus pembiayaan murabahah 
karena nasabah mengalami cidera janji atau yang lebih dikenal dengan istilah 
wanprestasi. 
Penulis mewawancarai salah satu karyawan yang jabatannya sebagai 
PPA (Petugas Pembina Anggota) di TAM Syariah Cabang Sumedang yang 
bernama bapak Ihsan Aqwalia (24 tahun). Beliau menuturkan bahwa faktor 
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yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah faktor karakter nasabah, 
keadaan ekonomi, dan pengelolaan usaha yang kurang professional, sehingga 
tidak adanya itikad baik untuk memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah 
disepakati di dalam akad. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat 
permasalahan dengan judul “Penanganan Pembiayaan Murabahah 
Bermasalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang 
Sumedang”. 
 
B. Rumusan Masalah  
Keberadaan sarana dan mekanisme penanganan pembiayaan 
bermasalah merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh nasabah sebagai 
upaya perlindungan terhadap nasabah, serta sebagai upaya untuk menghindari 
konflik lebih lanjut yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun 
lembaga.  
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dirumuskan 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS 
Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Sumedang? 
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam 
penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS Tunas 
Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Sumedang? 
  
 
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penanganan 
pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) 
Syariah Cabang Sumedang?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di 
KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Sumedang. 
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam penanganan 
pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) 
Syariah Cabang Sumedang.  
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penanganan 
pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) 
Syariah Cabang Sumedang. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 
bagi penulis, khususnya pada pengetahuan terhadap masalah yang diteliti.  
 
2. Secara Praktis  
  
 
a. Bagi Peneliti  
Penelitian ini merupakan tambahan pengetahuan dari dunia praktisi 
yang sangat berharga untuk dihubungkan dengan pengetahuan teoritis yang 
diperoleh dari bangku kuliah.  
b. Bagi Kampus  
Penelitian ini diharapkan menambah referensi bacaan, tambahan 
informasi bagi mahasiswa/i dan sebagai bahan acuan untuk penelitian 
selanjutnya. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
1. Studi Terdahulu 
Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan 
penelaahan terlebih dahulu terhadap beberapa penelitian terdahulu, diantaranya: 
a. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Yudistira dengan judul “Strategi 
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri”, 
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Muamalah (Perbankan 
Syariah) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun, 2011, bahwa langkah-
langkah yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk 
Cabang Jatinegara dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu 
dengan mengunakan jalur non-litigasi maupun jalur litigasi. Jalur non-
litigasi dilakukan dengan cara pengambilalihan agunan debitur (asset-
settlement), alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, 
  
 
konsiliasi, dan arbitrase), penjualan agunan via parate eksekusi, 
penjualan agunan di bawah tangan, dan penjualan agunan secara 
sukarela. Sedangkan penyelesaian dengan jalur litigasi dapat dilakukan 
dengan cara eksekusi sertifikat hak tanggungan dan pelelangan agunan 
via lelang eksekusi (lelang via penetapan pengadilan).
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b. Penelitian yang dilakukan oleh Daniatu Listanti dengan judul “Upaya 
Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga 
Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 
Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-
2013)”, Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 
Malang tahun 2015, bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan 
bermasalah tidak hanya datang dari nasabah melainkan pihak internal 
yang kurang teliti dalam analisa awal dan survey sebelum pemberian 
pembiayaan dan upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan 
bermasalah adalah dengan teguran, rescheduling dan restructuring serta 
pihak BMT tidak pernah melakukan sita jaminan karena benar-benar 
menerapkan syariah dan tindakan manusiawi meski dinilai kurang 
efisien.
5
 
c. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Bunyamin Setiadi dengan judul 
“Penyelesaian Kredit Macet Simpan Pinjam Untuk Kelompok 
Perempuan (SPP) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
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Mandiri Perdesaan di Desa Mekarsari Kec. Cipongkor Kab. Bandung 
Barat”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Muamalah UIN 
Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2012, bahwa penyelesaian-
penyelesaian yang dilakukan yaitu dengan melakukan berbagai 
tindakan, diantaranya memberi teguran dan peringatan kepada 
pengelola, pelaksana dan peserta program yang melakukan 
penyalahgunaan/penyelewengan kinerja SPP PNPM-MP, memberikan 
penambahan waktu pembayaran kepada peminjam dana (peserta 
program) apabila belum mampu membayar angsurannya, serta adanya 
penanggungan/penjaminan utang yang dilakukan pihak oleh Pelaksana 
Program (Desa) kepada peminjam yang benar-benar tidak bisa 
membayarnya kepada pihak pelaksana program untuk dibayarkan 
kepada pihak pengelola.
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Agar mudah difahami, penelitian terdahulu di atas penulis gambarkan 
dengan tabel sebagai berikut: 
Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu 
No Tahun Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1 2011 Reza 
Yudistira 
Strategi 
Penyelesaian 
Pembiayaan 
Penyelesaian pembiayaan 
bermasalah melalui tahap 
rescheduling, 
                                                          
6
 Dede Bunyamin Setiadi, Penyelesaian Kredit Macet Simpan Pinjam Untuk Kelompok 
Perempuan (SPP) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Desa 
Mekarsari Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung tahun 2012 
  
 
Bermasalah Pada 
Bank Syariah 
Mandiri 
restructuring, eksekusi 
benda jaminan, dan 
melalui jalur hukum 
apabila nasabah dalam 
keadaan tidak ada itikad 
baik 
2 2015 Daniatu 
Listanti 
Upaya 
Penanganan 
Pembiyaan 
Murabahah 
Bermasalah Pada 
Lembaga 
Keuangan 
Syariah (Studi 
Pada KJKS 
Baitul Maal Wat 
Tamwil (BMT) 
Mandiri 
Sejahtera 
Karangcangkring 
Gresik Jawa 
Timur Periode 
2011-2013) 
Upaya yang dilakukan 
dalam menangani 
pembiayaan bermasalah 
adalah dengan teguran, 
rescheduling dan 
restructuring serta pihak 
BMT tidak pernah 
melakukan sita jaminan 
karena benar-benar 
menerapkan syariah dan 
tindakan manusiawi meski 
dinilai kurang efisien 
 
  
 
3 2012 Dede 
Bunyamin 
Setiadi 
Penyelesaian 
Kredit Macet 
Simpan Pinjam 
Untuk Kelompok 
Perempuan 
(SPP) Pada 
Program 
Nasional 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Mandiri 
Perdesaan di 
Desa Mekarsari 
Kec. Cipongkor 
Kab. Bandung 
Barat 
Penyelesaian yang 
dilakukan yaitu dengan 
melakukan berbagai 
tindakan, diantaranya 
memberi teguran dan 
peringatan kepada 
pengelola, pelaksana dan 
peserta program yang 
melakukan 
penyalahgunaan kinerja 
SPP PNPM-MP, 
memberikan penambahan 
waktu pembayaran kepada 
peminjam dana (peserta 
program) apabila belum 
mampu membayar 
angsurannya, serta adanya 
penanggungan/penjaminan 
utang yang dilakukan 
pihak oleh Pelaksana 
Program (Desa) kepada 
peminjam yang benar-
benar tidak bisa 
membayarnya kepada 
  
 
pihak pelaksana program 
untuk dibayarkan kepada 
pihak pengelola 
 
2. Kerangka Pemikiran  
Pembiayaan atau financing yaitu, pendanaan yang diberikan kepada satu 
pihak terhadap pihak lain demi mendukung investasi yang telah direncanakan, 
baik yang dilakukan secara sendiri maupun oleh lembaga.
7
 Adapun pengertian 
pembiayaan itu sendiri menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah sebagai berikut: 
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berupa: 
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ijarah mutahiya bittamlik; 
3. Transaksi dakam bentuk piutang murbahah, salam, dan istishna’; 
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 
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5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 
Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 
tersebut setelah jangka waktu tertentu denga imbalan ujrah, tanpa 
imbalan, atau bagi hasil.
8
 
 
Unsur-unsur dalam pembiayaan adalah sebagai berikut: 
1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima 
pembiayaan. 
2. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si 
penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya 
sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh 
kedua belah pihak. 
3. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pinjaman dengan 
penerima pembiayaan. 
4. Jangka waktu, yaitu masa pengambilan pembiayaan pinjaman yang 
telah disepakati.  
5. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan 
menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan (Non 
Performing Loan). 
6. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, 
jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.
9
 
Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa 
pembiayaan, diantaranya pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah 
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atau musyarakah, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, pembiayaan 
berdasarkan akad qard, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak 
bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli, pengambilan 
utang berdasarkan akad hiwalah. Salah bentuk pembiayaan yang ada di KSPPS 
Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah adalah pembiayaan murabahah.
10
 
Al-Murabahah berasal dari kata Bahasa Arab al-ribh (keuntungan). Ia 
dibentuk dengan wazan (pola pembentukan kata) mufa’alat yang mengandung 
arti saling. Oleh karenanya, secara bahasa ia berarti saling memberi keuntungan. 
Secara terminologi, ia diartikan dan didefinisikan dengan redaksi yang variatif. 
Ahmad al-Syaisy al-Qaffal mengatakan, al-murabahah ialah tambahan terhadap 
modal. Bagi al-Sayid Sabiq, murabahah ialah penjualan barang seharga 
pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli. Sementara 
menurut al-Syairazi, murabahah ialah penjualan di mana penjual 
memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta 
keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Wahbah 
al-Zuhaili menjelaskan, al-murabahah ialah penjualan dengan harga yang sama 
dengan modal disertai tambahan keuntungan.
11
 
Produk murabahah, dari aspek membayar angsuran digolongkan 
menjadi: lancar yaitu apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tanpa 
tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan 
keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang 
lengkap. Kurang lancar yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran 
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pokok dan margin yang telah mencapai 90 (sembilan puluh) hari. Diragukan 
yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang 
telah mencapai 180 (seratus delapan puluh) hari. Macet yaitu apabila terdapat 
tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah mencapai 270 
(dua ratus tujuh puluh) hari.
12
 
Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. 
Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika 
pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi di mana dia 
tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh 
bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan 
debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank 
dan telah diperjanjikan di awal. Kegagalan debitur melunasi kewajibannya 
dianggap sebagai kondisi gagal bayar, gagal dalam membayar cicilan pokok 
maupun porsi keuntungan (khusus akad jual beli).
13
 
Di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Sumedang 
dihadapkan pada pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing. 
Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing adalah penyaluran 
dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran tidak 
memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, serta menepati jadwal angsuran 
hingga memberikan dampak yang merugikan.
14
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Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor 
intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam 
perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor 
manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang 
disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti 
kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan 
biaya pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang 
berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern 
adalah faktor-faktor yang ada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti 
bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan 
perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.
15
 
Dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi 
kewajiban yang telah tertuang dalam kontrak tentunya akan mengakibatkan 
kerugian yang diderita oleh pihak yang lain dalam kontrak. Hal inilah yang 
disebut wanprestasi. 
Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau 
kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah 
ditentukan dalam perjanjian.
16
  
Adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi 
atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam 
perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.
17
  
                                                          
15
 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiyaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2012), hlm. 73 
16
 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, (Jakarta: Putra Abadin, 1999), hlm. 18 
  
 
Wanprestasi dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu: 
1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya; 
2. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana 
mestinya/melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana 
mestinya; 
3. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya; 
4. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.18 
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Berikut adalah bagan kerangka pemikiran penulis dalam penelitian ini. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembiayaan 
Murabahah 
Lancar  Dalam Perhatian 
Khusus  
Kurang 
Lancar 
Wanprestasi  
Diragukan Macet  
Penanganan/ 
Penyelesaian  
Restructuring  Rescheduling  Reconditioning 
Tidak tepat waktu 
(terlambat) 
Perbuatan 
melawan hukum  
Tidak melaksanakan 
prestasi sama sekali 
  
 
F. Langkah-Langkah Penelitian 
Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan, disesuaikan dengan karakteristik 
masalah penelitian, tujuan penelitian dan kerangka berpikir. Metode yang 
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 
menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 
sebagaimana adanya.  
2. Sumber Data 
Penulis menyesuaikan sumber data dengan objek penelitian yang telah 
ditentukan. Sumber data yang akan digunakan yaitu sumber data primer dan 
sumber data sekunder. 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara 
langsung dengan menggunakan interview (wawancara). Dalam hal ini 
sumber data primer diperoleh dari staff Pengawas Perkembangan (PKB) di 
KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Sumedang.  
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung atau sumber 
data yang tidak secara langsung berkaitan dengan data utama. Sumber data 
  
 
sekunder ini mencakup Peraturan Bank Indonesia (PBI), fatwa DSN-MUI, 
paper, skripsi, buku, jurnal serta situs internet yang berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan. 
3. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa jenis data yang 
bersifat kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data-data yang dijadikan jawaban 
atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan 
pada tujuan telah ditetapkan.
19
 Data kualitatif yang dihimpun yaitu: 
a. Tabel kolektabilitas pembiayaan murabahah 
b. Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai suatu teknik pengumpulan data 
dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan cara sistematis dan 
berlandaskan penelitian atau percakapan dengan maksud tertentu, 
percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak.
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b. Studi Dokumen  
Studi dokumen digunakan sebagai teknik mengumpulkan data, dapat 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
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5. Analisis Data 
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Data yang sudah terkumpul, selanjutnya akan dianalisis dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan 
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik 
sumber primer maupun sumber sekunder; 
b. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti; 
c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam 
kerangka pemikiran; dan 
d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan 
memperhatikan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian. 
 
